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KEMENHUB. Pengusahaan Keagenan Kapal.
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 65 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal
155 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan, serta untuk melaksanakan Pasal 38
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal,

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran
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Menetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5208);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1523);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 728);

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN
KAPAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk
mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut
asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional
selama berada di Indonesia.

Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan
angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang
melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah
perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di

luar negeri.
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Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan
angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya
melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari
pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka
bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar
negeri.

Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional
atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk
melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh
perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus
kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar
muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri
sesuai dengan usaha pokoknya.

Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di
pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang
bergerak khusus di bidang keagenan kapal yang diakui
oleh pemerintah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perhubungan.
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10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
melaksanakan urusan pemerintahan di  bidang

perhubungan laut.

BAB II
PENYELENGGARAAN KEAGENAN KAPAL

Bagian Kesatu

Kegiatan Keagenan Kapal

Pasal 2

Keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan
untuk mewakili Perusahaan Angkutan Laut Nasional
dan/atau Perusahaan Angkutan Laut Asing dalam rangka
mengurus kepentingan kapal Perusahaan Angkutan Laut
Nasional dan/atau kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing

selama berada di Indonesia.

Pasal 3

Pelayanan jasa yang dilakukan oleh keagenan kapal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. pelaporan secara tertulis rencana dan realisasi
kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageninya
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal,

b. penyerahan dokumen kapal kepada syahbandar utama,
Otoritas Pelabuhan utama, Kantor kesyahbandaran dan
otoritas pelabuhan khusus Batam, kesyahbandaran dan
otoritas pelabuhan, atau unit penyelenggara pelabuhan
setempat serta instansi pemerintah terkait lainnya;

c. pengurusan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh
kapal tersebut;

d. penunjukan perusahaan bongkar muat untuk
kepentingan pemilik kapal;

e. penyelesaian dokumen kapal yang habis masa
berlakunya atas beban pemilik kapal;

f. pemungutan uang tambang atas perintah pemilik kapal;
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pembukuan dan pencarian muatan;

penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik
kapal;

penyelesaian tagihan atas nama pemilik kapal;
penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan
air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan
perbekalan;

pemberian informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal;
dan/atau

pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati antara
pemilik kapal atau operator kapal dengan pelaksana

kegiatan keagenan kapal.

Bagian Kedua

Pelaksana Kegiatan Keagenan Kapal

Pasal 4

Pelaksana kegiatan keagenan kapal dilakukan oleh:

(1)

(2)

perusahaan nasional keagenan kapal; atau

Perusahaan Angkutan Laut Nasional.

Pasal 5

Perusahaan nasional keagenan kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan badan
usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan keagenan
kapal.

Pelaksana kegiatan keagenan kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggung jawab
terhadap penyelesaian semua tagihan dan permasalahan
yang timbul akibat dari perjanjian atau kontrak keagenan
yang telah disepakati, yang berkaitan dengan kegiatan

kapal yang diageni selama berada di Indonesia.
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Pasal 6

Perusahaan nasional keagenan kapal yang melakukan

kegiatan keagenan kapal nasional dan/atau kapal asing harus

memiliki surat penunjukan keagenan kapal.

Bagian Ketiga

Kegiatan Keagenan Kapal

Pasal 7

Kegiatan keagenan kapal meliputi:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

keagenan umum kapal angkutan laut asing; dan

keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.

Pasal 8
Kegiatan keagenan umum kapal angkutan laut asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
dilaksanakan oleh Agen Umum.
Agen Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. perusahaan nasional keagenan kapal; atau
b. Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
Perusahaan Angkutan Laut Asing yang melakukan
kegiatan angkutan laut ke dan dari Pelabuhan atau
Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar
negeri harus menunjuk Agen Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Nakhoda kapal asing dapat menunjuk Agen Umum dalam
hal kapal asing datang karena keadaan darurat di suatu
Pelabuhan atau Terminal Khusus terdekat.
Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan membuat surat penunjukan kepada
Agen Umum yang terdapat di Pelabuhan atau Terminal
Khusus.
Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
disertai dengan pemberian uang muka untuk

pembayaran biaya kapal selama berada di pelabuhan.
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Pasal 9

Kegiatan keagenan kapal angkutan laut dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang
dioperasikan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional
hanya dapat diageni oleh Perusahaan Angkutan Laut
Nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal.
Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Angkutan Laut
Nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal di
suatu Pelabuhan, Perusahaan Angkutan Laut Nasional
dapat menunjuk perusahaan pelayaran rakyat sebagai
sub agen.

Dalam hal suatu Pelabuhan atau Terminal Khusus tidak
terdapat perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Nakhoda kapal dapat
menghubungi instansi yang terkait untuk menyelesaikan
segala urusan dan kepentingan kapalnya selama berada

di Pelabuhan atau Terminal Khusus.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan keagenan kapal oleh Perusahaan

Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1)

BAB III
PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

Bagian Kesatu

Persetujuan Keagenan Kapal

Pasal 11
Perusahaan nasional keagenan kapal yang didirikan
khusus untuk kegiatan keagenan kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memiliki izin
komersil atau operasional berupa persetujuan keagenan

kapal yang diberikan oleh Menteri.
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(2) Perusahaan nasional keagenan kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh warga negara
Indonesia.

(3) Izin komersil atau operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan
sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai norma,
standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik sector perhubungan di

bidang laut.

Pasal 12
Tata cara pemberian izin komersil atau operasional
persetujuan keagenan kapal dilakukan melalui aplikasi dalam
jaringan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Persetujuan keagenan kapal berlaku selama perusahaan
nasional keagenan kapal masih menjalankan kegiatan

usahanya.

Pasal 14

(1) Perusahaan nasional keagenan kapal yang telah
mendapatkan persetujuan keagenan kapal berhak
menerima pembayaran dari pemilik kapal sesuai dengan
kesepakatan.

(2) Struktur tarif pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kerangka tarif  dengan
mempertimbangkan:

a. jenis barang dan ukuran kapal;

b. volume dan berat barang;

c. bentuk kemasan;

d. jenis pelayanan;

e. pelabuhan tujuan;

f.  waktu tunggu di pelabuhan (port stay).
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Pasal 15

Perusahaan nasional keagenan kapal yang telah
mendapatkan persetujuan keagenan kapal harus
mendaftarkan kegiatan wusaha kepada penyelenggara
Pelabuhan terdekat dengan melampirkan sertifikat
keanggotaan Asosiasi.

Penyelenggara Pelabuhan terdekat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus melakukan verifikasi
terhadap dokumen persyaratan dan keberadaan domisili
perusahaan dengan persetujuan keagenan kapal yang
dimiliki oleh perusahaan nasional keagenan kapal.

Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen
persyaratan dengan dokumen asli dan/atau
ketidaksesuaian domisili perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pelabuhan dapat
menolak pendaftaran perusahaan keagenan kapal dan
dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk
dilakukan pembekuan atau pencabutan persetujuan

keagenan kapal.

Pasal 16

Perusahaan nasional keagenan kapal yang telah
mendapatkan persetujuan keagenan kapal harus
memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang
keagenan kapal.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang
keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Asosiasi

melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17

Perusahaan nasional keagenan kapal bertanggung jawab

terhadap kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing

yang diageninya selama berada di Indonesia.
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Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 18

Menteri melakukan evaluasi terhadap:

a.
b.

persetujuan keagenan kapal; dan

kegiatan usaha perusahaan nasional keagenan kapal.

Pasal 19

Tata cara evaluasi persetujuan keagenan kapal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui aplikasi

dalam jaringan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 20

Evaluasi persetujuan keagenan kapal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan setiap 2 (dua) tahun

sekali.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemutakhiran dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);

b. laporan tahunan kegiatan usaha keagenan kapal
selama 2 (dua) tahun terakhir;

c. laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;
dan

d. Dberita acara verifikasi administrasi dan teknis dari
penyelenggara Pelabuhan setempat.

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2)

huruf d, yakni \verifikasi kesesuaian dokumen

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(3).

Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d

meliputi:

a. alamat kantor sesuai surat keterangan domisili; dan

b. sarana dan prasarana sesuai persyaratan.
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Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
pembekuan terhadap persetujuan keagenan kapal.
Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pembekuan
persetujuan keagenan kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) perusahaan tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
pencabutan persetujuan keagenan kapal.

Pembekuan atau pencabutan persetujuan keagenan
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
dilakukan oleh Menteri.

Pasal 21

Untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan
penyedia jasa keagenan kapal, Menteri melakukan
evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap kegiatan
usaha perusahaan nasional keagenan kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur hukum, teknis
dan penyelenggara Pelabuhan, serta melibatkan Asosiasi.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara evaluasi sesuai dengan
format contoh 13 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan ketidakseimbangan antara pengguna dan
jumlah perusahaan keagenan kapal, Menteri dapat

menghentikan sementara persetujuan keagenan kapal.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 22

Perusahaan nasional keagenan kapal yang ditunjuk sebagai

Agen Umum, harus menyampaikan:
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laporan  pemberitahuan umum  kedatangan dan
keberangkatan kapal (LK3) yang diageninya kepada
penyelenggara pelabuhan setempat yang disusun sesuai
dengan format Contoh 1la, Contoh 1b, dan Contoh 1c
sebagaimana  tercantum = dalam = Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal yang
diageninya kepada penyelenggara Pelabuhan setempat
paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan
berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan
kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3) yang disusun
sesuai dengan format Contoh 2 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

laporan realisasi perjalanan kapal yang diageninya

kepada Direktur Jenderal berupa laporan:

1. kapal dengan trayek tetap dan teratur, paling lambat
14 (empat Dbelas) hari sejak kapal tersebut
menyelesaikan 1 (satu) perjalanan; dan

2. kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur
setiap 3 (tiga) bulan,

yang disusun sesuai dengan format Contoh 3

sebagaimana  tercantum = dalam = Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini; dan

laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur

Jenderal, paling lambat setiap tanggal 31 Maret pada

tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari

perjalanan kapal, yang disusun sesuai dengan format

Contoh 4a, Contoh 4b, dan Contoh 4c sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Bagian Keempat

Kantor Cabang

Pasal 23
Untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap
keagenan kapal yang diageninya, perusahaan nasional
keagenan kapal yang telah memiliki persetujuan
keagenan kapal dapat membuka kantor cabang
perusahaan di Pelabuhan atau Terminal Khusus di
Indonesia.
Pembukaan kantor cabang Perusahaan Nasional
Keagenan Kapal dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. keseimbangan antara permintaan dengan
penyediaan pelayanan jasa kapal di Pelabuhan atau
Terminal Khusus; dan
b. peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk
setempat.
Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan di luar wilayah provinsi kantor pusat.

Pasal 24
Perusahaan nasional keagenan kapal yang memiliki
kegiatan usaha pada beberapa Pelabuhan dan/atau
Terminal Khusus dalam satu wilayah provinsi dilakukan
oleh kantor pusat.
Kegiatan usaha pada beberapa Pelabuhan dan/atau
Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus terdaftar pada penyelenggara Pelabuhan setempat.
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menerbitkan surat pendaftaran kegiatan Usaha
Keagenan Kapal dengan mempertimbangkan:
a. rencana kegiatan Usaha Keagenan Kapal paling
sedikit 3 (tiga) bulan;
b. jarak dan lokasi antara kantor pusat dengan
Pelabuhan tempat kegiatan usaha; dan

c. wilayah administratif.
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Dalam hal berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diperlukan pembukaan kantor
cabang dalam satu wilayah provinsi dengan kantor pusat,
perusahaan nasional keagenan kapal harus membuka

kantor cabang.

Pasal 25

Dalam membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (4), perusahaan

nasional keagenan kapal mengajukan permohonan
kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada
penyelenggara Pelabuhan setempat.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan melampirkan persyaratan:

a. izin komersial atau operasional berupa persetujuan
keagenan kapal;

b. surat keterangan domisili kantor cabang perusahaan
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

c. surat keputusan pengangkatan kepala kantor
cabang sebagai penanggung jawab dan kartu tanda
penduduk;

d. bukti kepemilikan tempat usaha atau perjanjian
sewa paling singkat 1 (satu) tahun;

e. bukti kepemilikan sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan usaha kantor cabang
perusahaan keagenan kapal terdiri atas peralatan
kantor, peralatan komputer, fasilitas internet aktif,
dan website jasa keagenan kapal;

f.  surat keputusan pengangkatan tenaga ahli sebagai
karyawan tetap yang dilengkapi dengan ijazah dan
surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 1
(satu) tahun dari perusahaan pelayaran dan/atau
perusahaan nasional keagenan kapal; dan

g. surat pertimbangan pembukaan kantor cabang dari
penyelenggara Pelabuhan setempat.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f

paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli ketatalaksanaan
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angkutan laut dan kepelabuhanan atau manajemen
transportasi laut berijazah minimal D-III (diploma tiga),
tenaga ahli nautika (ANT III), atau tenaga ahli teknika
(ATT III).

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi,
Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan
pembukaan kantor cabang sesuai dengan format Contoh
S5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Perusahaan nasional keagenan kapal melaporkan kepada
penyelenggara Pelabuhan setempat setelah memperoleh
persetujuan pembukaan cabang sebagaimana dimaksud

pada ayat (4).

BAB IV
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26
Perusahaan nasional keagenan kapal yang telah
mendapatkan  persetujuan keagenan kapal yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 dan Pasal 22 dapat dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan persetujuan; dan/atau

c. pencabutan persetujuan.

Pasal 27
Sanksi administratif berupa  peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a,
dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam
jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari
kalender yang dibuat sesuai dengan format Contoh 6,

Contoh 7, dan Contoh 8 sebagaimana tercantum dalam
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(2)

(3)

(4)

(S)

-16-

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Dalam hal pemegang persetujuan tidak melaksanakan
kewajibannya setelah jangka waktu peringatan tertulis
ketiga berakhir, dikenai sanksi administratif berupa
pembekuan persetujuan keagenan kapal.

Pembekuan persetujuan keagenan kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari kalender yang dibuat sesuai dengan
format Contoh 9 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Dalam hal pemegang persetujuan keagenan kapal tidak
melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu
pembekuan persetujuan keagenan kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berakhir, Direktur Jenderal atas
nama Menteri menerbitkan surat keputusan pencabutan
persetujuan keagenan kapal.

Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibuat sesuai dengan format Contoh 10 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Persetujuan keagenan kapal dapat dicabut tanpa melalui

peringatan tertulis dan pembekuan persetujuan dalam hal

perusahaan yang bersangkutan:

a.

melakukan kegiatan yang dapat membahayakan
keamanan negara berdasarkan keputusan dari instansi
yang berwenang; dan

menyatakan membubarkan diri atau jatuh pailit

berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Pasal 29

Besaran tarif pelayanan jasa Usaha Keagenan Kapal

ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia

jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur, dan
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golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan

tarif yang diatur oleh Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30
Perusahaan nasional keagenan kapal yang telah menjalankan
usahanya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak

Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN

MENTERI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 65 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN

DAN

KEAGENAN KAPAL

Contoh 1a

LAPORAN KEDATANGAN KAPAL

Nomor
Kiasfkas
Lampiran
Perhal Pemberftahuan Kedatangan Xapaé
(PHX)

Menurfuk Permenfiub No. PM
sebagal bersaut

Nama Kapai / Voyags
Bendera / IMO Numnber
ODWTI/GT

Draft

LoA

Pemitk / Principle
Nama Agen

Nama Nakhoca

Trayek

10. ETA/ETD

" Pelabuhan Asal / Tyuan
12 Posisl Kapat Sekarang
13. Tamdat / Labuh yang dminta
14.  Jenis barang yang akan di

DONDOAWN -

a. Borgkar 1) Non Kortainer
2) Kontainer

b. Muat 1) Non Xontasner
2) Komalnear

13.  PBM yang ditunjuk
10 Rencana Kerja Bongkar Muat
17__ Jenis Barang (sesual mantiest) 15)

, dengan il dbarfiafiukan bahwa akon tiba dipelabutian

el

Kepada

Telap dan Teratur / Tigak Tetap gan Ticak Te:

Dar Tujuan

2019, No.1323

PERHUBUNGAN

PENGUSAHAAN

-~ 3)
4)

=}

Kapal Millk / charter / Keagenan *)

o)
7}
o)
2)
10)
1m)
12)

.13)
ratur *)

14)
19
16)

Sesual dengan kondis! masing-masing Pelabunan *)

Barang Umum {GC) / Curah Kering/Cak *)
Is! 200 1 ar Boxes
Kosong 207 1 407 e Bones
Barang Umumn (GC) / Cuah Kering/Car *)
Il 2001407 Boxes
Kosong 20° 1 407

A7)
18)

Uraian Muat
a General Cargo (. Camparan) TIMG T3
b Bag. Carpo (brg. Karungan) TIM3 T3
c Butk Cargo (brg curah) TIMG TaAS
d Liguid cargo (beg cairy TING T3
o Barang berbahaya TIM3 TM3
f Lainiain T.'PLS T3
Jurmiah TIM3 Tm3
FPenumpang NalkTumnn O O
Hewan furun Ekoe Ekor
T ) ] T S — F— 3 A 21)
Mengetahul,
F Nas| Kapail
AN i e 22)
........... -24)
............. 23) Pimpinan

*) Coret yang tidak periu

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 1a

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domesili kantor perusahaan nasional keagenan kapal

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Dusi dengan nama kepala OP/syahbandar utamaKSOP/KSOP Khusus Batam/UPP/ Cq Bidang
Lala/Kasie Lala

4) Dusi dengan alamat kantor OF/syahbandar Uama/RSOPRSOP Rhusus Batam/UPP! g maf_tg
Lala/Kasie Lala

5) Diisi dengan nama kota kantor OP/syshbandar utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP/ Cg

Bidang Lala'Kasie Lala

6} Diisi dengan nama kapal.
4] Disi gengan bendera asal kapal 1ersebul aan M0 NUmber

8) Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
9) Diisi dengan draft maksimal kapal

10) Dusi dengan panjang kapal

1) Diisi dengan nama pemiik/principle kapal

12) Disi gengan nama agen

13) Diisi dengan nama nahkoda

14) Diisi dengan perkiraan wakiu kedatangan kapal di pelabuhan asal dan waktu keberangkatan ke
pelabuhan tujuan

15) Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan

16) Diisi dengan posisi kapal labuh dengan mencantumkan fitik koordinat
17) Diisi dengan nama PBM yang ddunjuk dalam pelasksanaan bongksr muat, sesuai peranjian
pengangkutan/penunjukan bongkar muat

18) Lusi dengan rencana kena bangkar muat

19) Diisi dengan data yang sesuai dengan dafiar di manifest

20) Dusi dengan OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP/ Cq Bidang Laia/Kasse Lala

21) Diisi dengan no surat UPT yang bersangkutan
22) Diisi dengannama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
23) Dusi dengan nama pejabat UFT yang bersangkutan

24) Diisi dengan nama pimpinan perusahaan

www.peraturan.go.id
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Contoh 1b
LACORAN KEBERANGKATAN KAPAL

Nomor : 1), 2)

Lampiran -

Perihal - Penyampaian Laporan Kepada

Rencana Keberangkatan Kapal Yth. 3)
Ji 4)
di
e — 5)
Dengan Hormat,
1. Dasar Hukum -

Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
b Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 !emangAnycutm di Perairan;
c. Peraturan Menteri

2. Berdasarkan butir 1 (satu), kamlapahmmmlmbeﬁngkaﬁnkapaldengandataubaganb«hn
Nama Kapal / Voyage )

Bendera / IMO Number
Pemilik/Principal/Owner

Keagenan
Alamatitelp/Fax
Status Kapal
Type Kapal
Jenis Pelayaran
Jenis Trayek
DWT/GT
Pangang KapallLOA
Draft Depan/Belakang
. Pelabuhan Tujuan (ETD)
Jumiah Penumpang (NT/L)
Jenis/Jumiah Muatan/Ton/Box

3. Demdkian laporan kami, atas perhatian dan kenasamanya diucapkan tenma kasih.

pRrarFTrFaTOADR DR

2019,

Dest oleh ... 21) No. T T Nalal .. 22)
Mengetahui,
AN i) Perusahaan Nasional Keagenan Kapal
.......... nnn23) RO —
Pimpinan
Tembusan :

1. Kabid/ KasV Petugas Lala & Kepelab;
2 Kabid/ Kasi Petugas Kesyahbandaran:
3. BUP setempat.

*) Coret yang tidak periu

No.1323

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 1b

Nomor Uraian Isian
1) Diisi dengan domisili kantor perusahaan nasional keagenan kapal
2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3) Diisi dengan nama kepala OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus
Batam/UPP/ Cq Bidang Lala/Kasie Lala
4) Diisi dengan alamat kantor OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus
Batam/UPP/ Cq Bidang Lala/Kasie Lala
5) Diisi dengan nama kota kantor OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus
Batam/UPP/ Cq Bidang Lala/Kasie Lala
6) Diisi dengan nama kapal.
7) Diisi dengan bendera asal kapal tersebut dan IMO number
8) Diisi dengan nama pemilik/principle kapal
9) Diisi dengan nama agen
10) Diisi dengan alamat / telp / fax perusahaan
11) Diisi dengan status kapal Milik/'Sewa/Charter
12) Diisi dengan tipe kapal
13) Diisi dengan jenis pelayaran
14) Diisi dengan trayek
15) Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
16) Diisi dengan panjang kapal
17) Diisi dengan draft maksimal kapal
18) Diisi dengan waktu keberangkatan menuju pelabuhan tujuan
19) Diisi dengan jumiah penumpang (N/T/L)
20) Diisi dengan jenis/jumiah muatan/ton/box
21) Diisi dengan OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP/ Cq
Bidang Lala/Kasie Lala
22) Diisi dengan no surat UPT yang bersangkutan
23) Diisi dengan nama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
24) Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan

www.peraturan.go.id
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Contoh 1c
LAPORAN KEDATANGAN/KEBERANGKATAN KAPAL
Naml™ 300 2 it e sis e 1)
UKUFBN e eeeeeeaastastceanras mnesamnantantennnnnn 2)
Nama Nakhoda = = I i 3)
4)
NO. KEDATANGAN *) BERANGKAT *)
T Dan Tujuan
z Tanggal Tanggal
a: Bongkar Muat
a. Jenis Barang a. Jenis Barang
b. Jumiah {T/m} b, Jumiah (Tim)
Turun Naik
4
a. Penumpang a. Penumpang
b. Hewan b. Hewan
s Keterangan Keterangan
3 TR | MR ISR s
T EAOPALER X 7

*) Data ninci terlampir dalam manifest
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 1c

Uraian Isian

Diisi dengan nama kapal

Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)

Diisi dengan nama nahkoda kapal

Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manitest

Diisi dengan daerah pelabuhan tempat keberangkatan kapal

Diisi dengan tanggal berangkat kapal menuju pelabuhan tujuan

Diisi dengan nama perusahaan nasional keagenan kapal

www.peraturan.go.id
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-30-
Contoh 4b
LAEORAN TAHUNAN SIUPKK
TAHUN .. o
Nomeor L aaessesnasearenne 3 | T 2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Tahunan Tahun ...... 3) Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan

Laut

JI. Medan Merdeka Barat No. 8

di

JAKARTA

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ...... Tahun

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan

Laporan Tahunan untuk tahun
Perusahaan.

....., terlampir disampaikan Data Umum

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :
DPP ISAA.

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 4b

2019, No.1323

Nomor

Uraian Isian

1)

Diisi dengan domisili perusahaan

2) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan

3) Diisi dengan tahun yang akan dilaporkan

4) Diisi dengan nama perusahaan

5) Diisi dengan nama pimpinan perusahaan

6) Diisi dengan nama jabatan pimpinan perusahaan

www.peraturan.go.id
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Contoh 4c
DATA UMUM PERUSAHAAN
Posisi : 31 Desember 20 ....
1. Nama perusahaan Keagenan O N DA S35 AN NS R AR5 1)
2. Akte Pendirian Perusahaan Nomor S MO IA AR B A LX) AT SO0 2)
Notaris :
Nomor dan tanggal
3. Nomor dan tanggal SIUPKK R R SRS PRI X R TSP LSRR 5)
4. Alamat perusahaan
Nomor telepon
Domisili

5. Nama / DIRUT
Alamat Rumah
Nomor Telepon

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan PO ISP S 12)

7. Jumiah Tenaga Kerja

- Pusat 14) Orang
- Cabang 15) Orang
8.  Jumiah Kantor Cabang Perusahaan e PP R AA IS Lt D ARR IR 16) Buah
Alat kantor cabang terlampir
9. Keanggotaan ISAA (Nomor- masa berlaku) ... 17)
10. Jumiah kapal yang diageni 4o b4 1aosr om0 n e eas804 gomsnbpaLEp SRR 18) Unit
............................ %......20
DIREKTUR UTAMA
E rsoepesbtsbishen s stibirtbitoss: 21

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 4c

2019, No.1323

Nomor Uraian isian
1) Diisi dengan nama perusahaan
2) Diisi dengan nomo akte pendirian perusahaan
3) Diisi dengan nama notaries pada akte pendirian perusahaan
4) Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian perusahaan
5) Diisi dengan nomeor dan tanggal SIUPKK
6) Diisi dengan alamat perusahaan
7) Diisi dengan nomor telepon perusahaan
8) Diisi dengan domisili perusahaan
9) Diisi dengan nama Dirut perusahaan
10) Diisi dengan alamat rumah Dirut perusahaan
11) Diisi dengan nomor telepon rumah
12) Diisi dengan NPWP perusahaan
13) Diisi dengan jumlah tenaga kerja
14 Diisi dengan jumlah tenaga kerja di pusat
15 Diisi dengan jumlah tenaga kena di cabang
16) Diisi dengan jumlah cabang
17) Diisi dengan nomor dan masa beriaku keanggotaan ISAA
18) Diisi dengan jumlah kapal yang dimiliki
19) Diisi dengan jumiah kapal yang diageni
20) Diisi dengan tanggal surat
21) Diisi dengan nama Dirut perusahaan
22) Diisi dengan nama Dirut perusahaan

www.peraturan.go.id
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Contoh 5
Nomor < .
Klasifikasi z
Lampiran : Kepada
Perihal : Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan
Nasional Keagenan Kapal di Pelabuhan.... Yth. Direktur Utama
PR, i i s
Jh srariscmartrsiptassprarscstainy
di
1. Menunjuk surat Saudara Nomor ... tanggal ............... perihal Permohonan

Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Nasional Keagenan Kapal di Pelabuhan ...

dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ....... serta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM _.. Tahun ... tentang Penyelenggaraan

dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari

P s selaku pemegang SIUPKK No......... tanggal ...

a Alamat: 000

b. Telpon/Fax b PPRIETIN

c. Nama Penanggung Jawab/

Kepala Cabang 2 POPRNPOTa

d. Alamat Kepala Cabang . stbiniiaanrien

e. Nomor/Tanggal SK
Pengangkatan Kepala Cabang : = e

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kantor cabang adalah sebagai

berikut :

a. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan
pemerintah daerah setempat;

b. kantor cabang harus merupakan bagian organik dari induk perusahaan yang
bersangkutan;

c. kantor cabang bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional
perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Kesyahbandar Utama dan
Penyelenggara Pelabuhan setempat;

d. setiap kali terjadi perubahan kepala cabang, alamat kantor cabang dan
perubahan-perubahan lainnya, perusahaan induk harus melaporkan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

e. perusahaan induk secara finansial bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang
yang dilakukan oleh kantor cabang;

f. kantor cabang ditutup dengan sendirinya jika perusahaan induk yang
bersangkutan tidak melakukan kegiatan lagi dan/atau tidak ada kunjungan kapal
milik/charter selama 6 {enam) bulan berturut-turut.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Jembusan Yth: AN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kepala Kantor Syahbandar Utama ........; atau
4. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama ........; atau P ;
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan......; atau e T )
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; atau
7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
8. DPPISAA
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Contoh 6
Nomor
Lampiran :
Perihal :  PERINGATAN PERTAMA Kepada
Yth. Sdr. Direktur Utama
PT.
di
1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahsan Keagenan Kapal (SIUPKK) PT.
.......... Nomor ................. tanggal serta memperhatikan
PP. No. 20 Tahun 2010, PERMENHUB No. .............. Tahun ..........., dengan iné
diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewsjiban khususnya
Pasal ........... )
2. Selanjutnya berdasarkan PERMENHUB No............ Tahun ......Pasal ... ayat
(...), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini
Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1),
maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan PERINGATAN PERTAMA
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
| (- )
Tembusan :
1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut ;
2 Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kepala Kantor Syahbandar Utama ........; atau
4. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama ........; atau
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan......; atau
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; atau
7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
8. DPPISAA
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Contoh 7

Nomar
Lampiran
Perihal

Jembusan,

PN RN

b

-36-

Kepada
PERINGATAN KEDUA
Yth. Sdr. Direktur Utama
PEL - hinncosamsbbnmnnciorcarstinmnneios s
di
1. Menunjuk Surat Kami No..............| tanggal............. Perhal peringatan
pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai sast ini Perusahaan
Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya pasal ... yaitu :
3. Selanjutnya berdasarkan PERMENHUB No...............Tahun......... Pasal .... ayat

(...). apabila dalam waktu 1 (satu)

bulan sejak diterbitkan surat izin perusahaan

Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1),
maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang beraku.

4. Penngatan ini merupakan PERINGATAN KEDUA.

5. Demkian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya .

r Lalu Lintas dan Angkutan Laut ;
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Kepala Kantor Syahbandar Utama .......; atau
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama ........ ; atau
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan......; atau
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; atau
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
DPP ISAA
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Contoh 8
Nomor - Kepada
Lampiran
Perihal :  PERINGATAN KETIGA
Yth. Sdr. Direktur Utama
1. Menunjuk Surat Kami No
dan No...........tanggal .............
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan
Saudara tidak memenuhi kewapban khususnya sesual dengan ketentuan
PERMENHUB No. . - TENMR . pasal ..., yaitu :
3. Selanjutnya berdasarkan PERMENHUB No.... Tahun ...... Pasal ... ayat (...),
apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat izin perusahaan
Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana fersebut pada butir (1),
maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang beriaku.
4, Peringatan ini merupakan PERINGATAN KETIGA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya .
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
{ 1
Jembysan -
1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut ;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kepala Kantor Syahbandar Utama _......; atau
4. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama ........; atau
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan......; atau
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; atau
7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
8. DPPISAA
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Contoh 8
Jakarta,
Nomor
Klasifikasi
Lampiran 3]
Perihal . Pembekuan Persetujuaan Keagenan Kapal
Yth.

1. Menunjuk Surat [zin Usaha Perusashaan Keagenan Kapal (SIUPKK) PT.
Nomar SIUPKK 2 iiuiivecsssese
Tanggal S PROS ORI

2. Bahwa perusahaan Saudara melanggar ketentuan pasal PERMENHUB No. ...
Tahun ... yaitu :

3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat
peringatan 3 (tiga ) kali berturut-turut, yaitu -

4. Sehubungan hal tersebut di atas dan sesuai dengan PERMENHUB No. ... Tahun
.... Pasal 11 buitr c, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggsl
dikeluarkan surat ini perusahasan Saudara tidak diperkenankan melakukan
kegiatan apapun dalam bidang keagenan kapal diseluruh wilayah Republik
Indonesia.

5. Bilamana sampai dengan 3 (tiga) buian sejsk tanggal dikeluarkannnya surat
pembekuan ini perusahaan Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang
terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat izin Usaha Perusahaan
Keagenan Kapal (SIUPKK) saudara akan kami cabut.

6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tembusan -

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut ;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

3. Kepala Kantor Syahbandar Utama ........; atau

4. ¥epala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama ........; atau

5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan......; atau

6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; atau

7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

8. DPPISAA
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-390-

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL (SIUPKK)

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

a. bahwa PT ............ sebagai perusahaaan keagenan kapal tidak
melaksanakan kewajiban menyampaikan ... Kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sehingga tidak memenuhi ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 dan PERMENHUB No. ......
Tahun ... Pasal .. -

b. bahwa kepada perusahaan tersebut telsh diberikan surat peringatan
sebanyak 3 (tiga ) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan lzin
UsahaNo . ............... tanggal ...l :

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk
mencabut Surat Izin Usaha Keagenan Kapal (SIUPKK) PT ._.......... Nomor

............ tanggal. ..................

1. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

2. Keputusan Presiden No. ... Tahun ..... tentang Pokok-pokok Organisasi
Kementerian Perhubungan.

3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM .............._. Tahun ...ooooeeeene.
Tentang Pengusahaan dan Penyelenggaraan Angkutan Laut .

1.SuratNo. ...l tanggal.......oooomennneien tentang peringatan Pertama
2.SuratNo. .................. T . tentang peringatan Kedua
3.SuratNo. .................. s - ORI RN A tentang peringatan Ketiga
4 Surat No................... tanggal... - tentang Pembekuan Surat izin

Usaha Perusahaan Keagenan Kapel (SIUPKK)
MEMUTUSKAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENCABUTAN
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAN KEAGENAN KAPAL (SIUPKK) PT

Mencabut lzin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal PT . ... yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan ... NS  coriecins tanggal
... dengan data sebagai berikut :

a. Nama Perusahaan
b. Alamat Domisili
c. Nomor / Tanggal SIUPKK

i RO IR diwajibkan untuk mengembalikan Surat izin usaha Perusahaan
Keagenan Kapal (SIUPKK) asli kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat
kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan pembetulan seperunya.

2019,

No.1323
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DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Salfinan Surat Kep_ Ini disampaikan kepada -
Menteri Perhubungan;

Dirjen Pajak;

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut ;

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Kepala Kantor Syahbandar Utama ........; atau

Kepaia Kantor Otoritas Pelabuhan Utama ........; atau

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan......; atau

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; atau
. Kepaia Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

10. DPP ISAA

N
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Contoh 11

BERITA ACARA EVALUASI IZIN OPERASIONAL/KOMERSIL
PERSETUJUAN KEAGENAN KAPAL

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ... {.ccccm.....~.....) telah dilaksanakan Evaluasi
terhadap penerbitan izin operasionalkomersil persetujuan keagenan kapal bertempat di ...,
tangal ..... yang dipimpin oleh ... serta dihadiri perwakilan dari ..., ..., dan ......

Dalam rapat dibahas hal-hal sebagai benkut:

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal ..... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ...
Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal diatur
bahwa ..... .

b. Bahwa sampai dengan tanggal ..... izin operasionalkomersil persetujuan keagenan
kapal sejumiah ... .

c. Bahwa berdasarkan evaluasi dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut ..... 2
d. Bahwa berdasarkan evaluasi dari asosiasi ..... .
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan bagian hukum ..... 3

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan biro hukum ...

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Evaluasi menyimpulkan bahwa penerbitan izin
operasional’komersil persetujuan keagenan kapal ditangguhkan/dapat dilanjutkan sampai
dengan ..... (6 bulan).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI
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